
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 854, 2020 KEMEN-KP. Kawasan Strategis Nasional Tertentu. 

Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau Berhalas. 

Rencana Zonasi. 

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-

PULAU KECIL TERLUARPULAU BERHALA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang 

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana 

Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil 

Terluar Pulau Berhala; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang 

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5151); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS 

NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 

PULAU BERHALA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah 

penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan 

disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada 

kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 
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2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati 

bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan 

telah ditetapkan status hukumnya. 

3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 

sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) 

beserta kesatuan ekosistemnya. 

4. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat 

PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik 

dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis 

pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum 

internasional dan nasional. 

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-

tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain 

serta proses yang menghubungkannya dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 

6. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, 

dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 

7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya 

disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan 

kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, 

dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya 

diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang 

untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan 

konservasi, alur laut, dan KSNT. 

10. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 

daya buatan.  
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11. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan.  

12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah 

pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai 

sektor kegiatan. 

13. Kawasan Konservasi adalah Kawasan laut dengan ciri 

khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan 

pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. 

14. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk alur 

pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. 

15. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, 

lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap 

aman dan selamat untuk dilayari. 

16. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu 

atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan 

dengan satu atau lebih jalur utama lainnya. 

17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan 

serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda 

transportasi. 

18. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau 

sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan 

dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan 

efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. 

19. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang 

mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya 

pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan 

pengendaliannya yang disusun untuk setiap Zona dan 

pemanfaatannya. 
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20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH 

adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk 

area/Kawasan maupun memanjang/jalur yang 

didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi 

perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, 

dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budi 

daya pertanian. 

21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 

adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang 

diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas 

tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 

dan lingkungan. 

22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat 

KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau blok 

peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan atau 

luas Kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam 

suatu Kawasan atau blok peruntukan yang 

direncanakan. 

23. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS 

adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi 

komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan 

jaringan operator. 

24. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas 

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan 

masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil. 

25. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk 

memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang 

mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan 

permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu 

dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau 

kecil. 

26. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk 

melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan 

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 


